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Abstrak
Pajak merupakan bentuk iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara guna mewujudkan kesejahteraan umum. Sifatnya yang penting sebagai salah satu pendapatan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional menempatkan pelanggaran terhadap perundang-undangan pajak sebagai kejahatan berat (felony) dengan ancaman pidana penjara dan denda secara komulatif. Kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP diberikan kepada penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil. Kepolisian dalam tindak pidana perpajakan hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas atas pekerjaan  yang dilakukan oleh PPNS sebagi penyidik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melandasi kewenangan penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana perpajakan pada Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan kesesuaian Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan data menggunakan aturan-aturan yang bersifat normatif atau berupa seperti jurnal hukum dan teknis analisa bahan hukum bersifat prespektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang melandasi kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil selaku penyidik tindak pidana perpajakan adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberikan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan wewenang undang-undang khususnya masing-masing. Maka, dalam tindak pidana perpajakan, PPNS juga memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kesesuaian Pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain, saling mengisi dan saling melengkapi demi keutuhan sistem hukum. Jadi antar Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak bertentangan.
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Abstrak

Taxes are a form of compulsory contribution issued by citizens to create public welfare. Taxes are important character is as one of the state revenues for the administration of government and the implementation of national development which violates the tax law as a serious crime with the threat of imprisonment and cumulative fines. Investigative authority is based on Article 6 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which is granted to police investigators and civil servant officials. The police in taxation crimes only have the authority to supervise the work carried out by civil servant officials as investigators. Based on this, this study aims to see the reasons underlying the authority of civil servant officials investigators in tax crime in Article 44 of the Law on General Provisions and Tax Procedures and the suitability of Article 44 of the Law on General Provisions and Tax Procedures with Article 7 paragraph (2) of the Law on General Provisions and Tax Procedures. This research is juridical normative, using an invited and conceptual approach, by following the data using normative rules or in the form of legal journals and technical analysis of legal materials with perspective. The results show that the reasons for the authority of civil servant investigators as tax criminal investigators are based on Article 6 paragraph (1) letter b, which gives civil servant officials authority to carry out investigations based on their respective constitutional authority. So, for tax crime, PPNS also has the authority to become an investigator following Article 44 paragraph (1) of the Law on General Provisions and Tax Procedures. Compliance with Article 44 of Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures with Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code is interpreted as strengthening one another, complementing and complementing each other for the integrity of the legal system. So between Article 44 of the Law on General Provisions and Tax Procedures with Article 7 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code are not contradictory.
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PENDAHULUAN 
Pajak merupakan hal yang dipandang penting di dalam negara yang bersifat sejahtera (welfare state) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, walaupun belum menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, walaupun belum menempatkan pajak sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan rakyat. Soemohamidjojo merumuskan pajak sebagai bentuk iuran wajib berupa uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa guna menutup biaya produksi barang-barang, dan atau jasa kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan norma - norma hukum yang berlaku (Kaho 2005). Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (yang kemudian menjadi UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) memberi definisi pajak sebagai:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pajak merupakan instrumen ekonomi suatu negara yang menyumbang lebih dari 50% pendapatan nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pajaknya maka lebih banyak pekerjaan yang dapat diciptakan, kemudian hal tersebut dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendidikan serta pelayanan kesehatan (Sulastyawati 2014).
Pajak memiliki dua fungsi yakni sebagai budgeter dan sebagai regulerend. Pajak sebagai budgeter merupakan pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Dalam fungsi ini pajak diletakkan disektor publik dan merupakan suatu alat memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara hingga pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara terutama untuk pengeluaran rutin, apabila masih ada sisa (surplus) maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah sebagai public savings. Sedangkan pajak sebagai regulerend merupakan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi guna mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan (Sulastyawati n.d.).
Selain itu, pajak memiliki tiga peran, yakni alokasi, distribusi, stabilitas. Kebijakan alokasi bertujuan untuk membiayai barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh individu secara privat. Ketika alokasi barang-barang ini lancer dan sasaran maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Kebijakan distribusi bertujuan untuk skema pendistribusian kesejahteraan umum. Tujuannya agar tiap-tiap daerah tidak terlalu timpang dalam perkembangan ekonominya. Kebijakan stabilitas bertujuan untuk pencipta stabilitas perekonomian dengan cara misalnya meningkatkan kesempatan kerja atau mengatur harga barang yang beredar di masyarakat supaya stabil (Prasetya 2011).
Peranannya yang penting menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatam negara unutuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan guna tercapainya tujuan negara. Pentingnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang kemudian disingkat APBN) dan Rancangan APBN yang setiap tahunnya diumumkan oleh pemerintah yang menunjukkan adanya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahunnya.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang terbilang tidak sedikit. Kebutuhan akan dana untuk pembangunan tersebut bersifat proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini sektor pajak.
Hukum pajak diberikan tempat tersendiri disamping hukum administratif karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak dipergunakan juga sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan pula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaanya (Santoso 2003). Namun, dalam pelaksanaannya, hukum pajak juga menyangkut hukum administrasi negara karena pajak, yang dimana secara administrasi dan organisasi diatur pemungutannya dalam rangka pelaksanaan fungsi kepemerintahan(Afifah 2009). Oleh karena itu pajak sangat penting untuk sebuah negara seperti pembangunan infrastruktur.
Begitu pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara guna kesejahteraan umum membuat pelanggaran atas perundang-undangan pajak dalam beberapa referensi hukum pidana dan kriminologi digolongkan sebagai kejahatan berat (felony) dengan ancaman pidana penjara dan denda secara komulatif. Referensi hukum pidana juga menempatkan tindak pidana di bidang pajak sebagai white collar crime (Maimana and Ketaren 2013). White Collar Crime atau kejahatan kerah putih merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dan memiliki kedudukan yang terhormat di masyarakat. Modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan ini dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang (Laoh 2019).
Salah satu bentuk dari pelanggaran pajak adalah penghindaran dan penggelapan pajak penghindaran pajak atau tax evasion merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga akibatnya adalah berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan menunjukkan skema transaksi unutuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan apek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan yang ada sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada (Hestanto 2004). Dengan kata lain, pengihindaran pajak merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikenakan sanksi.
Hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni materiil dan formil. Perbedaan secara sederhananya terletak pada dasar hukum yang mengaturnya. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur mengenai tata cara penanganan kasus pidana yang terbagi dalam empat tahap yaitu penyelidikan; penyidikan; penuntutan; pemeriksaan di pengadilan atau mengadili (Jupiter 2017). 
Pengertian penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP merupakan: 
“serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Penyelidik merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan: 

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (yang kemudian disebut PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penyidik PPNS merupakan penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian. 
Penuntutan yang kewenangannya berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP diberikan kepada jaksa memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah: 

“tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.
Pemeriksaan di pengadilan atau mengadili berdasarkan Pasal 1 angka 9 KUHAP memiliki arti yakni: 

“serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sesuai dengan Pasal 1 angka 8 KUHAP. Muara dari proses pemeriksaan di pengadilan adalah putusan hakim atau vonis yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang atas suatu tindak pidana.
Dalam sistem peradilan pidana, lembaga penyidik merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan penyidikan, adapun pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh undang-undang antara lain: 1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP); 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil; (Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP); 3. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 4. Jaksa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
Lembaga penyidik merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana bersama dengan subsistem-subsistem lainnya yakni lembaga penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Maka, apabila dalam lembaga penyidikan terdapat adanya penyidik Polisi dan PPNS, maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. PPNS memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”
Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swarkasa, yang dimaksud dengan PPNS adalah: 

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana pajak hanya oleh PPNS. Dalam hal penyidikan pajak tersebut melibatkan penyidik polisi hanya sebagai kordinator dan pengawas pelaksanaan tugas oleh PPNS. PPNS itu sendiri merupakan seorang pejabat selingkup Direktorat Pajak tidak termasuk pihak kepolisian. Didalam KUHAP bahwasanya memberikan kewenangan polisi untuk melakukan penyidikan sedangkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak memberikan polisi kewenangan untuk penyidikan. 
Tugas penyidik pajak merupakan tugas khusus di sektor bisnis karena mencari data yang memberi petunjuk apakah seseorang wajib pajak sudah membayar pajak secara penuh atau belum. Penyidik dalam menjalankan tugasnya dapat melaksanakannya dengan baik secara formal maupun secara informal. Penyidikan secara formal dilakukan melalui penelitian-penelitian pembukuan dan dokumen-dokumen sedangkan penyidikan secara informal dilakukan secara meneliti informasi-informasi yang masuk pada kantor pajak termasuk informasi yang diberikan masyarakat dan media masa. 

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan memang merupakan tindakan penegakkan hukum yang dianggap perlu, karena dengan dilakukan penyidikan yang bermuara pada tuntutan hukum dengan ancaman pidana di harapkan memberi pengaruh (detterent effect) terhadap kepatuhan pajak. Penyidikan merupakan upaya akhir (ultimatun remedium) dalam rangka upaya penegakan hukum pajak jika upaya lain tidak dapat digunakan (Ketaren et al. 2013). PPNS dalam bidang perpajakan telah diberikan kewenangan oleh Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk melakukan proses penyidikan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, namun pelaksanaan tugasnya, kedudukan dan fungsinya masih berada dibawah koordinasi dan pengawasan oleh penyidik polisi. 
METODE 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yakni UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan KUHAP yang berkaitan dengan penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan. Pendekatan yang digunakan adalah, pertama, pendekatan perundang-undangan,  dikarenakan penelitian ini mengkaji UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  KUHAP, serta peraturan perundang-undang lainnya dengan mempelajari kesesuaian antar undang-undang yang satu dengan yang lainnya (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and SE 2018). Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan ini menggunakan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dipakai untuk membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu hukum. Ketiga, pendekatan sejarah atau historical approach dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu (Arliman 2018). Pendekatan ini digunakan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang diteliti.
Sumber data utama ini adalah aturan-aturan yang bersifat normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Sumber data ini terdiri atas beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. 
Alasan penelitian menggunakan bahan hukum primer karena keterkaitan dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur penyidik didalam perpajakan dan menggunakan KUHAP sebagai wewenang polisi sebagai tugas koordinasi dan pengawasan. Menggunakan bahan hukum sekunder dengan alasan dengan meyelesaikan isu yang dihadapi perlunya referensi seperti buku-buku tentang perpajakan, jurnal-jurnal tentang penyidikan didalam perpajakan dan kamus-kamus hukum. Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum sekunder, atau yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Bahan non hukum yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, berbagai majalah, surat kabar, dan ensiklopedia.
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menetapkan suatu isu hukum kemudian melakukan penelusuran untuk mecari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang sedang dihadapi. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis data yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini bersifat prespektif, yaitu memberikan suatu pandangan mengenai benar atau salahnya apa yang seharusnya menurut prinsip hukum, terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Selanjutnya peneliti dapat memberikan argumentasi serta gambaran permasalahan yang dihadapi, yang berkaitan dengan hukum acara pidana.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Pajak
Pada dasarnya pajak yang menjadi salah satu sumber pemasukan bagi kas negara, tentunya pajak memiliki kegunaan dan manfaat yang penting seperti untuk mendukung pembangunan. Dalam hal ini pembangunan maka kesejah teraan dan kemakmuran seluruh rakyat dapat dicapai. Namun sebenarnya ada kenyataan yang membuat fungsi pajak ini mengalami kendala, di tanah air masih banyak didapati para wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Ada berbagai alasan yang mendasari terjadinya kelalaian dalam membayar pajak dan bahkan beberapa wajib sehingga menghindari kewajibanya untuk membayar pajak

Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk melakukan suatu hal diantaranya adalah meberikan kelonggaran kepada wajib pajak yang lalai dalam membayarkan pajak. Kelonggaran ini pada umunya berupa pemberian peringata yang melalui pemberitahuan pajak atau SPP. Namun masih terdapat beberapa kelalaian pembayaran pajak yang masih saja seringkali terjadi. Untuk menyelesaikan segala permasalahan mengenai pajak sekarang sudah ada Pengadilan Pajak sehingga masalah mengenai perpajakan di Indonesia bisa diatasi dan diselesaikan. Pengaturan mengenai pengadilan pajak terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Menurut Santoso Brotodiharjo hukum pajak yaitu aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara (OnlinePajak 2018b).
Pada hal ini peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengatur tentang hukum pajak dengan menggunakan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, didalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa ada kewenangan penyidik untuk meyelesaikan tindak pidana perpajakan dan sanksi jika melanggar hukum pada perpajakan. Maka, semua hukum yang berkaitan dengan hukum pajak sudah diatur kedalamnya karena UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan Undang-undang khusus.

Pada hal ini terdapat fungsi pajak yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan sebagai menyejahterakan rakyat. Adapun pajak sebagai fungsi pajak sebagai berikut: 

1. sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandasakan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri;
2. sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi  meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan;
3. sebagai bentuk untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat; 
4. untuk menciptakan ketertiban dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang kondusif dan damai dibutuhkan pemeliharaan atas ketertiban umum yang mendapat dukungan secara penuh dari rakyat; 
5. pemberi jaminan oleh suatu negara dengan memberikan rasa aman dan menjaga dari berbagai gangguan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri; 
6. sebagai perwujudan keadilan (OnlinePajak 2018a). 
Ada beberapa pendapat mengenai kedudukan hukum pajak, Santoso Brotodiharjo berpendapat bahwa hukum pajak termasuk dalam hukum publik (Rasmini 2014). Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pemerintah dan rakyatnya. Menurutnya, yang merupakan hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Namun hal tersebut tidak membuat hukum pajak berdiri sendiri (Mas Rasmini 2016) dari hukum administratif. Hal tersebut tidak selanjutnya membuat hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum pidana. 
Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Perpajakan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: 

“Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan, penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itun membuat terang tindak pidana  di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya”. 
Kewenangan penyidik PPNS ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP yang artinya, bahwa kewenangan penyidik PPNS diatur dalam setiap undang-undang yang menyatakan bahwa PPNS lah yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. 
Urgensi diangkatnya PPNS didasarkan pada adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam undang-undang, dan penyidikan yang dilakukan tersebut memerlukan keahlian khusus yang dimana apabila tindak pidana khusus tersebut ditangani oleh penyidik polisi dimungkinkan akan terjadi keterbatasan dalam penyidikan tindak pidana khusus tersebut.

Pada hal ini tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atas tindak pidana di bidang masing-masing, PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. jadi dalam tindak pidana perpajakan kewenangan untuk menangkap dan penahanan yaitu dari pihak kepolisian.
Penyidikan tindak pidana perpajakan pada dasarnya memang merupakan tindakan penegakan hukum yang dianggap perlu, karena dengan adanya penyidikan yang bermuara pada tuntutan hukum dengan ancaman pidana di harapkan akan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyidikan adalah upaya akhir dalam rangka upaya penegakan hukum pajak jika upaya lain sebelumnya tidak cukup memadai untuk diterapkan.

Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana perpajakan. PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik polisi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerja sama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana
Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaanya, maka dapat dikatakan PPNS adalah sebagian subsitem kepolisian sebagai salah satu subsitem peradilan pidana. Maka seharusnya dua penegak hukum ini lebih sering mejalankan kerja sama yang baik agar kasus tindak pidana perpajakan bisa terselesaikan.
Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dijelaskan pada Pasal 44 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni sebagai berikut: 
1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan terebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

2. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 
3. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 
4. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa. 
8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 
10. menghentikan penyidikan; dan/atau. 
11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyidikan pajak terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh penyidik terhadap wajib pajak yaitu melakukan penahanan dan melakukan penangkapan. Guna melaksanakan tugasnya penyidik pajak tunduk pada norma penyidikan, yang meliputi:
1. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pajak harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, KUHAP dan hukum pidana yang berlaku; 
2. Penyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan meningkatkan sikap terpuji seja. Blan dengan tugas; 
3. Penyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan surat perintah penyidikan; 
4. Penyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya; 
5. Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bukti Permulaan dan Surat Perintah Penyidikan; 
6. Penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat Laporan dan Berita Acara (Ante 2013).

Dalam melaksanakan penyidikan terdapat asas hukum yang harus diperhatikan oleh penyidik pajak. Asas-asas tersebut adalah: (Wahyuningsih 2018) 
1. Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocent). Berdasarkan Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c Asas Praduga Tak Bersalah yaitu yang berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dana tau dihadapkan di muka sidang pengadilan,, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Asas Praduga Tak Bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis maupun penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau inkuisatur (Nurhasan 2017). Pada prinsip akusatur, kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek yang mana harus didudukkan dan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat dan sebagi objek yang mana dalam prinsip akusator adalah kesalahannya atau tindak pidana yang dilalukannya yang merupakan tujuan dari pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisator yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang (Harahap 2013).
2. Asas Persamaan Di Muka Hukum (equity before the law). Salah satu unsur Hak Asasi Manusia yang diakui adalah kedudukan yang sama didepan hukum. Dalam konstitusi Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Konsepsi dalam asas ini mengingkan perlakuan yang sama tanpa adanya pengecualian termasuk bagi kelompok yang minoritas (Smith and Høstmælingen 2008); 
3. Asas Hak Memperoleh Bantuan atau Penasehat Hukum (legal aid or assistance). Bantuan hukum ini merupakan pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau Pro Bono khususnya bagi mereka yang tidak mampu (Eleanora and Besar 1981). Bantuan Hukum menurut H.M.A. Kuffal, S.H. adalah kegiatan pelayanan hukum atau legal service yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan atau penahanan samap dengan didapatkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Asas ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.
Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pajak terdapat beberapa tahapan yang akan dilaksanakan yaitu: 
1. Tahap Pengamatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokkan dengan kenyataan, membahas dan mengembangkan lebih lanjut tentang informasi, data, laporan, dan atau pengaduan yang diperoleh untuk memberi petunjuk adanya dugaan adanya tindak pidana perpajakan; 
2. Tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan Merupakan serangkaian untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana bidang perpajakan. Pada tahap ini, pedoman dan tata caranya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Setelah itu akan dibuatkan Laporan Bukti Permulaan disertai kesimpulan dan usul tindak lanjutnya kepada pejabat berwenang atau yang memberi perintah;
3. Tahap Penyidikan termasuk Perbuatan Berita Acara dan Pemberkasan Setelah diterimanya Laporan Bukti Permulaan, atasan pemeriksa pajak akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan penyidikan melalui Direktur Pemeriksaan Pajak yang apabila setelah dipelajari dan mempertimbangkan usul dari Direktur Pemeriksaan Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak akan memberi instruksi untuk melanjutkan penyidikan (Pajak 2013).

Syarat untuk dapat diangkat sebagai penyidik PPNS sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidna (kemudian menjadi PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): 
1. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat dua tahun; 
2. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; 
3. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; 
4. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; 
5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah; 
6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekjerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir; dan, 
7. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. 

Selain persyaratan yang harus dipenuhi, calon penyidik PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa agung Republik Indonesia dalam kurun waktu masing-masing tiga puluh hari sejak permohonan pertimbangan diajukan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak berikan maka permohonan dianggap disetujui sesuai dengan ketentuan Pasal 3C PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Calon penyidik PPNS yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diangkat oleh Menteri atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut dengan pelantikan dan mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Untuk pemberhentian penyidik PPNS dilakukan karena diberhentikan sebagai PNS, tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum, dan atas permintaan sendiri secara tertulis. Pemberhentian penyidik PPNS diusulkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian yang membawahi penyidik PPNS kepada Menteri disertai dengan alasannya. Dalam waktu paling lama tiga puluh hari, Menteri akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian PPNS sesuai dengan ketentuan Pasal 3I PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kewenangan Polisi dalam Tindak Pidana Perpajakan

Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan bukan merupakan kewenangan polisi, melainkan kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selingkung Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP, penyidik polisi memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja penyidik yang dalam hal ini adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
Dalam hal ini, kepolisian memiliki beberapa kewenangan dalam penanganan tindak pidana perpajakan, yakni sebagai berikut: 
1. Sebagai Koordinator dan Pengawas yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik sesuai dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik sesuai dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Seperti yang diketahui melalui penjelasan diatas bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: 

“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. 
2. Bantuan Penyidikan adalah Bantuan dapat diberikan oleh kepolisian kepada PPNS sesuai ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan”.


Pejabat pajak yang kemudian ditunjuk atau diangkat sebagai penyidik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan, sebagaimana yang diamanahkan KUHAP.
Fungsi Koordinasi dan Pengawasan Polisi dalam Tindak Pidana Perpajakan

Koordinasi merupakan pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoelh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi mengatur proses agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.(SondangP.Siagian 1982) Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kemudian disebut dengan Perkap Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS) yakni: “suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional”. Sedangkan pengawasan memiliki pengertian sebagai “proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” berdasarkan dengan Pasal 1 angka 6 Perkap Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Kedua fungsi koordinasi dan pengawasan ini dilakukan oleh kepolisian.


Wujud dari kegiatan koordinasi antar penyidik polisi dan PPNS menurut Letkol (Pol) K. Yani dapat berupa: 

1. mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan atau instruksi bersama; 
2. mengadakan rapat-rapat berkala atau sewaktu-waktu yang dipandang perlu; 
3. menunjuk seseorang atau lebih sebagai liaison officer yang secara fungsional menjabat dan meanangani masalah penyidik PPNS dan juga sebagai penghuubung dengan polisi; 
4. menyelenggarakan latihan atau orientasi dengan penekanan dibidang penyidikan (Letkol Pol K.Yani 1997).

Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik polisi terhadap PPNS sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP, yaitu: 

Tabel 1.1
Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polisi terhadap PPNS

	No
	Dasar Hukum
	Bentuk Pelaksanaan

	1.
	Pasal 7 ayat (2) KUHAP
	PPNS dalam pelaksanaan tugasnya ada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi

	1
	Pasal 107 ayat (1) KUHAP
	Penyidik Polisi memberikan petunjuk kepada penyidik PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang dibutuhkan

	2
	Pasal 107 ayat (2)  KUHAP
	Penemuan barang bukti yang kuat dalam tindak pidana yang sedang dalam penyidikan oleh PPNS untuk dijaukan kepada PU, PPNS melaporkan hal tersebut kepada Penyidik Polisi

	3
	Pasal 107 ayat (3)
	Hasil penyedikan yang dilakukan oleh PPNS segara diserahkan kepada PU melalui Penyidik Polisi

	4
	Pasal 109 ayat (3) KUHAP
	Penydikan yang tidak cukup bukti, atau bahkan bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, pemberitahuan tersebut segera disampaikan kepada penyidik polisi dan PU

	5
	Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
	PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada PU melalui penyidik polisi

	6
	Pasal 9 ayat (1) Perkap Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	Penyidik polisi wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS

	7
	Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Kepolisian
	Penyidik polisi melakukan koordinasi, pengawan dan pembinaan teknis terhadap PPNS


Sumber: (Maimana and Ketaren 2013)

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi. Terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS acap kali terjadi ketidaksesuaian ketentuan yang dilakukan oleh PPNS misalnya PPNS tidak segera menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik polisi, bahkan ada pula yang langsung memberikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum tanpa melalui penyidik polisi selaku koordinator pengawas PPNS, serta tidak tertibnya administrasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
Hubungan antar PPNS dan Kepolisian dalam Tindak Pidana Perpajakan

Hubungan hukum antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil perpajakan dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tidak pidana perpajakan seperti pemberitauan dimulainya penyidikan, pemberian pentujuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan paksa, penyerahan berkas perkara, pernyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian tindak pidana (Maimana and Ketaren 2013).
Hubungan kerja antar PPNS dan polisi dalam petunjuk pelaksanaan No. Pol: JUKLAK/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan PPNS adalah hubungan fungsional yang dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta peranannya masing-masing dalam pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana.
Dimensi hubungan kerja Penyidik PPNS dan polisi dalam penanganan tindak pidana perpajakan antara lain:
1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Penyidik PPNS dibidang perpajakan harus memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan saat menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus melalui Pejabat Polisi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pudyatmoko 2007); 
2. Pemberian Petunjuk Kepolisian sebagai penyidik umum memberi petunjuk kepada penyidik PPNS dan apabila diperlukan juga memberikan bantuan penyidikan; 
3. Bantuan Penyidikan oleh Polisi sebagai koordinasi dan pengawasan pada kinerja PPNS memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan penyidikan. 
Hal tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas PPNS agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan penyidikan yang dapat diberikan oleh polisi untuk PPNS adalah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 angka 8 yaitu berupa Bantuan Teknis, Taktis, dan Upaya Paksa.
Pada hal ini penyidik PPNS tidak mempunyai wewenang untuk menyuruh berhenti orang dan melakukan pemeriksaan pribadi, tanda pengenal diri dan sebagainya, melakukan penangkapan , penahanan orang dan penggeledahan, untuk mengambil sidik jari pun atau memotret orang dicurigai atau disangka melakukan tindak pidana pajak. Wewenang tersebut di tasa adalah wewenang yang termasuk dalam kekuasaan polisi. Jika PPNS melakukan hal demikian kemudian pelanggar pajak pun menolak maka PPNS pun tidak berhak memaksakan kehendak karena dalam hal ini tidak memili kemenangan (Soemitro 1987).
Berikut adalah tabel perbandingan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polisi dalam menanganai tindak pidana perpajakan:
Tabel 1.2
Perbandingan antar Penyidik PPNS dan Polisi

	No
	Pembeda
	PPNS
	Polisi

	1.
	Dasar Hukum
	Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP
	Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

	2.
	Wewenang
	Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.(Pudyatmoko 2007) 
 
	Pasal 14 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

	3.
	Alur Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pajak
	· Menerima laporan pengaduan dan melaporkan hal tersebut kepada polisi untuk diteruskan ke penuntut umumkan tindakan penyidikan
· Penyidik yang telah menerima laporan wajib segera untuk melaku

· PPNS dapat meminta bantuan penyidikan kepada polisi
·  Data yang diperoleh dari penyidikan kemudian disampaikan kepada Penuntut Umum.
	· Penyidik Polisi menerima pengaduan laporan terkait tindak pidana perpajakan
· Penyidik polisi memberi petunjuk kepada penyidik PPNS apabila membutuhkan bantuan penyidikan

· Penyidikan polisi untuk melaksanakan korwas kepada PPNS

· Polisi mengabulkan atau menolak dan mempertimbangkan laporan

· Apabila terbukti, maka polisi akan melakukan penangkapan lalu penahanan


Sumber: (Ketaren 2013)
Alasan yang Melandasi Kewenangan Dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selaku Penyidik Tindak Pidana Perpajakan
Pelaksanaan atau penegakan hukum pidana dijalankan melalui proses dinamakan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan upaya penegakan yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum acara sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk menegakkan hukum pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum (Marbun n.d.).
Dasar hukum kewenangan penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pejabat Polisi Negera Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi: Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: 

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.
Kewenangan penyidik PPNS juga diatur dalam Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swarkasa yang berbunyi: 
“Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.
Sehingga dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik polisi yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam melakukan penyidikan dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. PPNS mendapat kewenangan untuk menyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas hanya menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

Kewenangan penyidik dalam tindak pidana perpajakan diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil selingkung Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  yang berbunyi: 

“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan”.
Kewenangan penyidik PPNS sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu penyidik PPNS memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang khusus. Hal mana kewenangan tersebut diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Kewenangan ini merupakan bentuk pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau kewenangan atributif. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik PPNS selingkung Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

KUHAP tidak mengatur mengenai kewenangan penyidik PPNS namun hanya disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Maka dibidang perpajakan, wewenang penyidik PPNS dapat dilihat pada Pasal 44 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . 
Keberadaan PPNS merupakan bagian dalam rangka penegakan hukum tindak pidana tertentu yang memiliki sifat sedemikian rupa sehingga menuntut adanya kemampuan khusus bagi pejabat penyidiknya dalam melakukan penyidikan dalam perkara tersebut. Alasan mengapa diangkatnya PPNS didasarkan pada adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan penyidikan yang dilakukan tersebut memerlukan keahlian khusus yang dimana apabila tindak pidana khusus tersebut ditangani oleh penyidik polisi dimungkinkan akan terjadi keterbatasan dalam penyidikan tindak pidana khusus tersebut.
 Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, PPNS selingkung Direktorat Pajak diangkat karena adanya UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai bentuk khusus dari KUHAP yang mana PPNS ini berdasarkan kriteria-kriteria yang diberikan oleh Pasal 3A ayat (1) PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah dijelaskan diatas harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Penyidik polisi umumnya melakukan penyidikan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Sedangkan, tindak pidana pajak merupakan tindak pidana khusus yang dengan adanya UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan membuat PPNS dapat melakukan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.
Alasan yang Melandasi Kewenangan Dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selaku Penyidik Tindak Pidana Perpajakan adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberikan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan wewenang undang-undang khususnya masing-masing. Maka, dalam tindak pidana perpajakan, PPNS juga memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Kesesuaian Pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP
Dalam konsep penegakkan hukum, dianggap perlu untuk melakukan upaya-upaya tertentu agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku dimasyatakat. Menurut Satjipto Raharjo, penegakkan hukum merupakan penegakan terhadap ide, gagasan maupun konsep yng berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan (Raharjo 2015).

Hukum diciptakan agar keadilan dapat diimplematasikan kedalam pergaulan hukum. Hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk menertibkan dan mengatur masyarakat. Jika ada subjek hukum yang tidak patuh terhadap keharusannya melakukan kewajiban hukum, maka subjek hukum tersebut dapat diberikan tanggung jawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan kewajiban yang telah dilanggarnya.

Sinkron memiliki arti yaitu sejalan; sejajar; sesuai; selaras. Kemudian sinkronisasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal menyinkronkan; penyerentakan: dalam melaksanakan tugasnya masing-masing (KBBI Online n.d.) Mengaitkan dengan aturan hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain dianggap penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta menyebabkan konflik hukum baik secara vertikal maupun horizontal. Maksud dari sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya (Cintia, Darmin, and Rufaida 2018).
Secara yuridis formal, kemungkinan dibukanya peluang adanya penyimpangan undang-undang diluar KUHP terdapat pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi: 

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatanperbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pasal 103 KUHP membuka celah untuk undang-undang diluar KUHP untuk mengatur berbagai ketentuan sendiri diluar ketentuan umum yang diatur dalam Buku I KUHP. Dalam ketentuan Pasal 103 KUHP ini menjelaskan bahwa penyimpangan oleh ketentuan perundang-undangan diluar KUHP diperkenankan selama dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Substansi dari Pasal 103 KUHP ini secara implisit memberikan peluang bagi pertumbuhan hukum pidana baru diluar kodifikasi (K.Haris 2017).
Selaras dengan KUHP, KUHAP juga memberikan toleransi penyimpangan berlakunya hukum cara pidana khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undangundang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dengan demikian, dua peraturan tersebut yakni Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP telah meberi dasar legalitas kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil (Sullistyanta 2013). 
KUHAP yang merupakan hukum umum dari UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan hukum khusus karena sifatnya yang umum, KUHAP membuka kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Oleh karena itu kesesuaian Pasal 44 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain, saling mengisi dan saling melengkapi demi keutuhan sistem hukum. Jadi antar Pasal 44 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  dengan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak bertentangan. Teuku Nasrullah yang dikutip dalam hukumonline.com menjelaskan bahwa selama ini koordinasi dan pengawasan dimakanai dengan hasil penyidikan PPNS harus dilaporkan melalui lembaga kepolisian yang hingga kini tidak ada aturan teknis fungsional yang mengatur resiko atau akibat hukum apabila PPNS tidak melaporkan atau menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penyidik polisi (Sahbani 2015).
Kedua peraturan tersebut dalam praktiknya kerap menimbulkan masalah yang mengakibatkan kinerja dari penyidikan PPNS kurang optimal. Misalnya, kerap terjadi perebutan kewenangan penyidikan tindak pidana antar penyidik polisi dan PPNS. Pasal 44 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik polisi. Bentuk dari pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan tersebut merupakan bentuk dari koordinasi dan pengawasan penyidik polisi sesuai Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain, saling mengisi dan saling melengkapi demi keutuhan sistem hukum. Meskipun dalam praktik dilapangan, Pasal 44 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP ini masih sering terjadi gesekan terkait implementasinya dan tidak adanya aturan yang mengatur apabila tidak dilakukan.
Pada teori sistem hukum sebagaimana tidak menghendaki terjadinya konflik maka cara mengatasi konflik tersebut adalah dengan menggunakan suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten dengan asas-asas hukum. Asas-asas tersebut adalah lex specialis derogate legi generalis (hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), lex posteriori derogate legi priori (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), atau lex superiori derogate legi inferiori (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah) (Pratiwi 2018).
Asas lex specialis derogat legi generalis merupakan salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang memiliki arti hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dalam bidang hukum pidana, asas lex specialis derogat legi generalis dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Artinya, apabila suatu tindak pidana melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya merupakah ketentuan hukum pidana umum dan lainnya merupakan hukum pidana khusus, maka ketentuan dalam hukum pidana khusus tersebutlah yang dikenakan kepada pelakunya.
Menurut Bagir Manan, prinsip dari asas lex spcialis derogate legi generalis harus mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang sederajat, yaitu undang-undang dengan undang-undang (Bagir n.d.). Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang. Menurut Peter Mahmud Marzuki asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain (Marzuki 2015). 
Van Hattum menyatakan bahwa penerapan hukum yang memperlihatkan hubungan khusus yang logis dari satu ketentuan pidana dengan ketentuan pidana lainya, karena seluruh unsur dari ketentuan pidana yang pertama dapat ditemui dalam ketentuan pidana yang terakhir (Agustina 2015). Ketentuan pidana yang dianggap sebagai ketentuan yang lain, namun karena pengaturanya yang merupakan ketentuan yang lebih khusus.
Pendapat yang dinyatakan oleh Van Hattum ini sudah cukup jelas menjelaskan bahwa, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum khusus akan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari hukum umum (Agustina 2015). Kesesuaian Pasal 44 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain, saling mengisi dan saling melengkapi demi keutuhan sistem hukum. Jadi antar Pasal 44 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak bertentangan.
PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan atas penjelasan-penjelasan pada artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Tindak Pidana Perpajakan Dikaitkan dengan KUHAP Antara lain:

Alasan yang Melandasi Kewenangan Dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selaku Penyidik Tindak Pidana Perpajakan adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberikan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan wewenang undang-undang khususnya masing-masing. Maka, dalam tindak pidana perpajakan, PPNS juga memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kesesuaian Pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain, saling mengisi dan saling melengkapi demi keutuhan sistem hukum. Jadi antar Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak bertentangan.

Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi PPNS khususnya selingkung Direktorat Jenderal Pajak yang menangani penyidikan dibidang perpajakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk tetap melakukan kewajibannya sesuai penyidik dengan tidak mengurangi atau melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya sistem peradilan terpadu.
2. Bagi Penyidik Polisi untuk dapat terus memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh penyidik PPNS dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik dibidang perpajakan serta untuk tetap menjalankan kewenangannya sebagai koordinator dan pengawas dalam kinerja PPNS.
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